BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR #4¢- TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat
(7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi
Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

b. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan
penggunaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana
Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan
Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran
dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);



10.

it.

12,

14.

15.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 1972
tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah
Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);



16.

17

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor S5 Tahun 2016 tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11
Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan
Desa;



Menetapkan

27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2019 Nomor 3);

28. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan
Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan
Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana
Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 disisipkan 2
(dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), ayat (5)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pelanggaran penyimpangan terhadap penggunaan
ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah diberikan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan
pribadi yang menyebabkan kerugian negara
diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



(3) Dalam hal terdapat SiLPA ADD secara tidak wajar,
Bupati memberikan sanksi administrasi kepada desa
yang bersangkutan berupa pengurangan ADD
sebesar SiLPA.

(4) SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terjadi karena :

a. penggunaan dana tidak sesuai dengan
ketentuan;

b. penyimpanan uang dalam bentuk apapun di
luar rekening kas pemerintah desa.

c. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih
dari 2 (dua) bulan.

(4a) Dalam hal ADD yang telah disalurkan terlambat
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan , Bupati
dapat memberikan sanksi administrasi kepada desa
yang bersangkutan berupa pengurangan ADD
sebesar 2%  bulan pertama  keterlambatan
selanjutnya naik 2% setiap bulan.

(4b) Dalam hal keterlambatan penetapan APBDesa,
Bupati dapat memberikan sanksi administrasi
kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan
Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa
sebesar 2% bulan pertama keterlambatan
selanjutnya naik 2% setiap bulan.

(5) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), (4), (5) , (6) menjadi dasar pengurangan pagu ADD
desa yang bersangkutan tahun anggaran berikutnya.

(6) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun
berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara
proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu
melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan,
partisipatif dan akuntabel.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa
yang dinilai berprestasi peringkat 10 teratas dalam
pengelolaan ADD berupa penambahan pagu anggaran
sebesar pengurangan pagu alokasi ADD dari desa yang
terkena sanksi administrasi.



(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur sesuai dengan peringkat prestasi yang
diraih oleh desa.

(3) Peringkat prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diukur Dberdasarkan indikator keberhasilan
pengelolaan dan penggunaan dana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 19 DEC 2019

BUPATI SITUBONDO,

¢

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 10 DEC 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

lQ‘AIFULLQH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 4.3»



